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Abstract. Maraknya kasus penipuan berkedok investasi bodong menjadi permasalahan 
serius yang menimbulkan kerugian ekonomi signifikan bagi masyarakat. Salah satu 
penyebab utama kerentanan masyarakat terhadap praktik ini adalah rendahnya literasi 
finansial, terutama pemahaman tentang ciri-ciri investasi legal dan pengelolaan risiko. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya advokasi kebijakan literasi 
finansial sebagai langkah strategis dalam memberantas praktik penipuan investasi 
bodong. Pendekatan yang digunakan adalah studi literatur dan analisis kebijakan, 
dengan meninjau program literasi finansial yang telah ada, tantangan implementasinya, 
serta peran sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan sektor swasta. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa literasi finansial yang baik tidak hanya membekali 
masyarakat dengan pengetahuan dasar keuangan, tetapi juga meningkatkan kemampuan 
kritis dalam mengevaluasi penawaran investasi. Selain itu, advokasi kebijakan yang 
efektif membutuhkan integrasi program literasi finansial ke dalam kurikulum pendidikan, 
kampanye kesadaran publik, dan penguatan regulasi untuk mencegah praktik investasi 
ilegal. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa advokasi kebijakan literasi 
finansial memiliki peran penting dalam melindungi masyarakat dari dampak negatif 
investasi bodong. Rekomendasi yang diajukan meliputi penguatan kerjasama antar 
pemangku kepentingan, peningkatan akses informasi, serta pengawasan ketat terhadap 
aktivitas investasi. Dengan demikian, upaya ini diharapkan dapat menciptakan 
masyarakat yang lebih tanggap dan terlindungi dari risiko penipuan investasi. 
Keywords: Advokasi Kebijakan, Literasi Finansial, Investasi Bodong. 
 
Abstrak. Maraknya kasus penipuan berkedok investasi bodong menjadi permasalahan 
serius yang menimbulkan kerugian ekonomi signifikan bagi masyarakat. Salah satu 
penyebab utama kerentanan masyarakat terhadap praktik ini adalah rendahnya literasi 
finansial, terutama pemahaman tentang ciri-ciri investasi legal dan pengelolaan risiko. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya advokasi kebijakan literasi 
finansial sebagai langkah strategis dalam memberantas praktik penipuan investasi 
bodong. Pendekatan yang digunakan adalah studi literatur dan analisis kebijakan, dengan 
meninjau program literasi finansial yang telah ada, tantangan implementasinya, serta 
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peran sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan sektor swasta. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa literasi finansial yang baik tidak hanya membekali masyarakat 
dengan pengetahuan dasar keuangan, tetapi juga meningkatkan kemampuan kritis dalam 
mengevaluasi penawaran investasi. Selain itu, advokasi kebijakan yang efektif 
membutuhkan integrasi program literasi finansial ke dalam kurikulum pendidikan, 
kampanye kesadaran publik, dan penguatan regulasi untuk mencegah praktik investasi 
ilegal. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa advokasi kebijakan literasi 
finansial memiliki peran penting dalam melindungi masyarakat dari dampak negatif 
investasi bodong. Rekomendasi yang diajukan meliputi penguatan kerjasama antar 
pemangku kepentingan, peningkatan akses informasi, serta pengawasan ketat terhadap 
aktivitas investasi. Dengan demikian, upaya ini diharapkan dapat menciptakan 
masyarakat yang lebih tanggap dan terlindungi dari risiko penipuan investasi. 
 
Kata kunci: Policy Advocacy, Financial Literacy, Fraudulent Investment. 
 
 

LATAR BELAKANG 

Dalam beberapa tahun terakhir, maraknya kasus penipuan berkedok investasi 

bodong menjadi salah satu permasalahan serius di masyarakat. Modus-modus penipuan 

ini kerap menargetkan kelompok yang memiliki pemahaman terbatas mengenai literasi 

finansial, seperti janji keuntungan besar dalam waktu singkat tanpa risiko yang jelas. Hal 

ini menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan, baik bagi individu maupun bagi 

stabilitas ekonomi secara umum (Jelanti et al., 2023). 

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah laporan terkait investasi 

bodong terus meningkat setiap tahun. Pada umumnya, pelaku memanfaatkan minimnya 

pemahaman masyarakat tentang konsep investasi yang sehat dan legal. Kurangnya 

pengetahuan masyarakat tentang cara mengidentifikasi ciri-ciri investasi ilegal menjadi 

salah satu faktor utama yang membuat mereka rentan terhadap praktik ini (Radio 

Republik Indonesia, 2024). 

Di sisi lain, upaya advokasi kebijakan untuk meningkatkan literasi finansial di 

Indonesia masih menghadapi pelbagai tantangan. Program-program edukasi finansial 

yang ada belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama di daerah 

terpencil. Selain itu, kurangnya koordinasi antara lembaga pemerintah, institusi 

pendidikan dan organisasi masyarakat juga menjadi hambatan dalam penyebaran 

informasi yang efektif. Hal ini memicu tumbuh suburnya investasi bodong berkedok 

investasi yang legal dengan komoditas yang sebenarnya tidak berharga (Pede et al., 2023). 



Oleh karena itu, diperlukan pendekatan advokasi kebijakan yang lebih terintegrasi 

untuk meningkatkan literasi finansial masyarakat (Ernayani et al., 2024). Advokasi ini 

tidak hanya mencakup edukasi langsung, tetapi juga upaya penguatan regulasi, 

peningkatan pengawasan, serta sinergi antara berbagai pemangku kepentingan. Dengan 

literasi finansial yang lebih baik, masyarakat diharapkan dapat mengenali ciri-ciri 

investasi yang aman dan legal, sehingga dapat melindungi diri mereka dari praktik 

investasi bodong. 

Kasus penipuan berkedok investasi bodong telah menjadi salah satu tantangan besar 

yang dihadapi masyarakat Indonesia, termasuk generasi muda. Dalam beberapa tahun 

terakhir, pelajar dan mahasiswa mulai menjadi target baru bagi pelaku penipuan ini, 

terutama melalui platform digital yang saat ini begitu lekat dengan masyarakat. Modus 

yang digunakan seringkali memanfaatkan minimnya pemahaman tentang literasi 

keuangan masyarakat, dengan menawarkan keuntungan instan tanpa risiko yang jelas. 

Generasi muda, khususnya pelajar, memiliki potensi besar sebagai pendorong 

pertumbuhan ekonomi di masa depan. Namun, rendahnya literasi finansial di kalangan 

pelajar menjadi salah satu faktor yang membuat mereka rentan terhadap godaan investasi 

bodong. Berdasarkan survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tingkat literasi keuangan di 

kalangan generasi muda masih berada pada tingkat yang memprihatinkan, dengan 

mayoritas belum memahami konsep dasar seperti pengelolaan risiko, investasi, dan 

perencanaan keuangan jangka panjang (Irawan, 2024). 

Di sisi lain, upaya literasi finansial yang ditujukan kepada pelajar seringkali belum 

terintegrasi secara sistemik dalam kurikulum pendidikan. Program edukasi finansial yang 

ada cenderung sporadis dan belum mampu menjangkau seluruh lapisan pelajar, terutama 

di wilayah terpencil. Hal ini diperparah dengan semakin mudahnya akses teknologi yang 

memungkinkan pelaku investasi bodong menyasar generasi muda melalui media sosial 

dan aplikasi digital. Perlu ada keberanian dari pihak pemerintah untuk memasukkan 

literasi finansial sebagai salah satu bagian dari kurikulum pendidikan yang dapat dimulai 

sejak jenjang pendidikan sekolah dasar sampai dengan pendidikan menengah atas. 

Advokasi kebijakan literasi finansial bagi pelajar menjadi langkah strategis untuk 

membekali mereka dengan kemampuan mengenali risiko investasi ilegal sekaligus 

mengelola keuangan secara bijak (Universitas Gadjah Mada, 2024). Melalui literasi 
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finansial, pelajar dapat dibekali keterampilan untuk membedakan investasi yang aman 

dan legal dari modus penipuan. Selain itu, advokasi ini juga berperan dalam membangun 

kesadaran kolektif dan melindungi generasi muda dari dampak buruk investasi bodong 

yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan sosial mereka di masa depan. 

Riset ini menggunakan beberapa penelitan yang relevan untuk dikomparasikan 

sebagai panduan bagi konteks yang tengah dikaji. Salah satu hasil riset yang digunakan 

sebagai bahan pembanding adalah penelitian yang dilakukan oleh Feri Irawan yang 

mengkaji tentang peningkatan literasi finansial berbasis syariah di kalangan mahasiswa 

untuk mewujudkan generasi ekonomi muslim mandiri. Riset tersebut mengungkap 

sejumlah dinamika yang terjadi pada generasi muda ketika mereka hendak melakukan 

ivestasi yang baik dan benar di era modern (Irawan, 2024).  Selanjutnya, riset yang 

dilakukan oleh Ernayani, Hesty, Dewi, Alfiana dan Mohamad menunjukkan bahwa 

program-program literasi keuangan telah berhasil meningkatkan tingkat literasi dan 

kemandirian finansial masyarakat, meskipun masih ada tantangan dalam 

implementasinya (Ernayani et al., 2024). Penelitian ini akan mengkaji hal yang serupa 

dengan penelitian terdahulu yakni, tentang literasi finansial yang dapat ditransmisikan 

kepada para pelajar dalam konteks advokasi kebijakan publik untuk meningkatkan 

pemahaman finansial di kalangan pelajar agar terhindar dari investasi bodong. Sementara 

itu, perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, dimana dalam penelitian ini, Peneliti 

akan berfokus di wilayah Papua. 

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis peran penting advokasi 

kebijakan literasi finansial bagi pelajar sebagai upaya untuk memberantas praktik 

penipuan berkedok investasi bodong. Selain itu, artikel ini juga akan mengeksplorasi 

pendekatan-pendekatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan 

pemahaman literasi finansial di kalangan generasi muda. Sehingga, generasi muda yang 

notabene merupakan generasi penerus bangsa Indonesia dapat terhindar dari belenggu 

penipuan berkedok investasi bodong. 

 

 

 



Metode 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskripti dengan pendekatan 

kualitatif yang mendeskripsikan advokasi kebijakan literasi finansial di kalangan pelajar 

yang ada di wilayah Papua. Penelitian kualitatif juga merupakan penelitian yang dapat 

difungsikan guna melihat dan memahami kenyataan yang sudah terjadi dan dialami 

subjek (Muhammad Iqbal Usman et.al, 2023). Metode pengumpulan data yang digunakan 

dalam riset ini adalah dengan melakukan pengamatan, wawancara dan dokumentasi. 

Penentuan informan penelitian dilakukan dengan menentukan kriteria tertentu (purposive 

sampling). Waktu penelitian dilaksanakan pada Bulan Mei 2024 sampai dengan Agustus 

2024. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data Miles 

dan Huberman yang terdiri dari pengumpulan data, penyajian data, verifikasi data dan 

reduksi data (Huberman & Saldana, 2014). 

 

Hasil dan Pembahasan 

Penelitian ini mengungkapkan bahwa rendahnya literasi finansial di masyarakat 

menjadi salah satu penyebab utama maraknya kasus penipuan berkedok investasi bodong. 

Analisis menunjukkan bahwa masyarakat yang memiliki pemahaman terbatas tentang 

konsep investasi cenderung mudah terpengaruh oleh janji keuntungan besar yang tidak 

realistis. Rendahnya kesadaran terhadap ciri-ciri investasi ilegal, seperti tidak adanya izin 

resmi dan kurangnya transparansi, menjadi celah yang dimanfaatkan oleh pelaku 

penipuan (Tambunan & Hendarsih, 2022). Sehingga, penipuan yang menggunakan kedok 

investasi begitu mudah untuk masuk dalam kehidupan masyarakat Indonesia di wilayah 

manapun termasuk tentu saja di wilayah Papua sebagai salah satu wilayah terluar di 

Republik Indonesia. 

Upaya advokasi kebijakan literasi finansial di Indonesia telah berjalan, namun 

masih menghadapi berbagai kendala, termasuk kurangnya akses ke program edukasi yang 

terstruktur, terutama di daerah terpencil. Beberapa program yang ada, seperti kampanye 

publik oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lembaga keuangan lainnya, sering kali 

belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, koordinasi antar 
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lembaga terkait masih perlu ditingkatkan untuk menciptakan pendekatan yang lebih 

efektif (Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, 2024). 

Hasil penelitian juga menyoroti pentingnya integrasi literasi finansial ke dalam 

sistem pendidikan formal sebagai langkah strategis. Pendidikan sejak dini dapat 

membekali individu dengan kemampuan untuk mengenali investasi legal, mengelola 

risiko, dan membuat keputusan keuangan yang bijak. Kampanye literasi finansial yang 

melibatkan media sosial juga terbukti memiliki potensi besar dalam menjangkau generasi 

muda, yang menjadi salah satu kelompok rentan terhadap modus investasi bodong 

berbasis digital (Kemendikbudristek Republik Indonesia, 2024). 

Dalam aspek kebijakan, penelitian ini menemukan bahwa penguatan regulasi dan 

pengawasan terhadap aktivitas investasi menjadi elemen penting. Regulasi yang tegas, 

disertai dengan penegakan hukum yang konsisten, dapat mencegah pelaku investasi 

bodong beroperasi. Sementara itu, sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan 

organisasi masyarakat sipil dapat meningkatkan efektivitas advokasi literasi finansial. 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa advokasi kebijakan literasi finansial tidak 

hanya menjadi alat edukasi, tetapi juga mekanisme pencegahan yang strategis untuk 

memberantas praktik penipuan investasi bodong. Rekomendasi dari penelitian ini 

mencakup perlunya memperluas jangkauan program literasi finansial, meningkatkan 

keterlibatan teknologi dalam kampanye edukasi, serta memperkuat peran lembaga 

pemerintah dalam pengawasan dan penegakan hukum. Langkah-langkah ini diharapkan 

dapat menciptakan masyarakat yang lebih cerdas secara finansial dan mampu melindungi 

diri dari risiko penipuan. 

Papua sebagai salah satu wilayah yang ada di Indonesia memiliki enam pemerintah 

provinsi yang salah satu otoritasnya adalah mengatur tentang pendidikan di tingkat dini, 

dasar, menengah pertama sampai menengah atas. Dari seluruh wilayah yang ada di Papua, 

Peneliti melihat bahwa literasi finansial bagi para pelajar dan bahkan masyarakat umum 

sekalipun belum dapat dikatakan baik. Hal itu terlihat dari beberapa peristiwa yang terjadi 

di salah satu kampus yang ada di Kabupaten Merauke dimana para dosen yang notabene 

merupakan pihak mencetak (salah satunya) profesi guru, masih dapat dikangkangi oleh 

penipuan berkedok investasi bodong. Kondisi tersebut menggambarkan betapa peliknya 



masalah pemahaman finansial di kalangan para pelajar dan/atau pembelajar di wilayah 

Papua. 

Kondisi tersebut hanya merupakan puncak gunung es yang tidak diketahui seberapa 

dalam rendahnya pemahaman atau literasi finansial merusak dan mengganggu kehidupan 

masyarakat di wilayah Papua. Untuk itu, perlu ada suatu kebijakan yang diadvokasi oleh 

para pihak yang memiliki kepedulian terhadap kondisi yang ada agar literasi finansial di 

wilayah Papua dapat mengalami peningkatan. Hal itu bahkan perlu dilakukan sejak dini, 

sejak masyarakat ada di jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah 

atas. 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui siara persnya merilis anjuran untuk 

mendorong upaya untuk meningkatkan literasi finansial bagi warganegara Indonesia 

melalui pelbagai program edukasi finansial termasuk diantaranya kepada kelompok-

kelompok pelajar yang menjadi sasaran prioritas penerima program edukasi keuangan 

sesuai Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021-2025 (Otoritas Jasa 

Keuangan Republik Indonesia, 2024). Press release yang disampaikan oleh Otoritas Jasa 

Keuangan Republik Indonesia itu kian mengkonfirmasi bahwa penting memberikan 

pemahaman literasi finansial kepada para pelajar untuk menjadikan mereka sebagai 

generasi yang kuat secara finansial di masa depan. Sehingga, negara dapat diuntungkan 

dengan adanya generasi yang tidak mudah untuk tertipu dengan investasi bodong yang 

kerap menjanjikan keuntungan tanpa adanya kejelasan alur dan/atau proses bisnis. 

 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan pada hasil riset mengenai advokasi kebijakan literasi finansial dalam 

rangka memberantas praktik penipuan berkedok investasi bodong, maka dapat 

disimpulkan bahwa aktivitas penguatan literasi finansial melalui perumusan kebijakan 

publik di wilayah Papua maupun di seluruh wilayah Indonesia berada dalam taraf yang 

tengah diformulasikan. Beberapa institusi mulai membangun kesadaran mengenai 

pentingnya literasi finansial bagi masyarakat dan juga bagi pelajar sebagai generasi 

penerus bangsa yang akan melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan di Republik 



 
 
 
 

   
Advokasi Kebijakan Literasi Finansial Dalam Rangka Memberantas Praktik Penipuan Berkedok Investasi 

Bodong 

92        JIPA - VOLUME 3, NO. 1, JANUARI 2025 

 
 
 

Indonesia. Eksposure terhadap keberadaan kebijakan belum mampu dimaksimalkan oleh 

otoritas pemerintah lokal dan unsur lainnya dalam mengadvokasi suatu kebijakan pada 

hakikatnya yang dapat diadopsi oleh aktor-aktor yang terlibat dalam kegiatan pendidikan 

di wilayah Papua (Syukron & Mana, 2023). 

Strategi dan advokasi kebijakan praktis berupa penerbitan regulasi yang 

mendukung aktivitas peningkatan literasi finansial di wilayah Papua sangat diperlukan 

secara spesifik guna memberikan ruang pengetahuan dan pemahaman yang lebih besar 

dalam setiap kegiatan finansial di wilayah paling timur di Indonesia. Itu juga dapat 

menjadi sebuah langkah taktis mengingat eksistensi kebijakan publik merupakan 

manifestasi dari koridor gagasan yang mengungkap ide-ide penting terhadap suatu 

aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan/atau sekelompok orang. Sehingga, dalam 

konteks advokasi kebijakan literasi finansial memerlukan strategi berupa pelibatan 

terhadap komunitas-komunitas lokal, non government organization, para akademisi dan 

unsur lain yang memiliki kepedulian terhadap rendahnya literasi finansial yang juga 

dituangkan dalam regulasi spesifik mengenai kurikulum yang paling ideal oleh otoritas 

pemerintahan setempat. 

Merujuk pada hasil riset ini maka, ada sejumlah rekomendasi yang dapat diadopsi 

oleh para pihak yang terlibat dalam kegiatan pendidikan di wilayah Papua. Salah satu 

rekomendasi yang paling mendasar adalah perlunya setiap otoritas pemerintahan di 

wilayah Papua untuk mulai merumuskan kebijakan publik dalam rangka untuk 

meningkatkan literasi finansial sebagai salah satu elemen penting dalam penyelenggaraan 

pemerintahan dan pendidikan di Papua. Selanjutnya, para aktor yang berkepentingan 

dalam kegiatan pemerintahan dan pendidikan itu juga hendaknya membangun kesadaran 

kepada setiap elemen yang ada di wilayahnya untuk berperan secara aktif dalam upaya 

penguatan literasi finansial khususnya kepada para pelajar baik pelajar di tingkat sekolah 

dasar, menengah pertama sampai dengan pelajar di jenjang pendidikan menengah atas. 
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